
                                                                                                               

                                                                                                             
       

 

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR  11  TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  DAERAH KABUPATEN 

TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  

BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan 

pemanfaatan barang milik daerah dan meningkatkan 
kinerja Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah 
Tulungagung, maka dipandang perlu menyerahkan 

pemanfaatan tanah dan bangunan kantor kepada PD. 
BPR Bank Daerah Tulungagung melalui penyertaan 

modal; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 

Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank 
Daerah Tulungagung. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4357); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

8. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 
Milik Daerah; 

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 
tentang Bank Perkreditan Rakyat; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2007 Nomor 06 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 ( 
LD......) 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  15 

Tahun 2012  tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2012 Nomor 11 Seri E ).  

 

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULUNGAGUNG 

dan 

BUPATI TULUNGAGUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN 

RAKYAT BANK DAERAH TULUNGAGUNG 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank  Perkreditan Rakyat Bank Daerah 

Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 06 

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 

2012, diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 9 

(1) Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR Bank Daerah Tulungagung dalam 

bentuk tanah dan bangunan kantor senilai Rp. 1.025.430.000,00 (satu 

milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Nilai tanah    : Rp. 768.300.000,- 

2. Nilai bangunan : 

a. Bangunan Garasi   : Rp.   52.643.000,- 

b. Bangunan Utama Tengah : Rp. 132.526.000,- 

c. Bangunan lama dan pos : Rp    67.361.000,- 

d. Pagar keliling   : Rp.    4.600.000,- 

Jumlah Nilai Tanah dan Bangunan : Rp. 1.025.430.000,- 

 

(2) Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan 

dikelola oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulungagung.  

 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal 3 September 2013        

      

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 

   ttd 

 

SYAHRI MULYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Tulungagung 
pada tanggal 2 Januari 2014 
SEKRETARIS  DAERAH 

 
ttd 

 
Ir. INDRA FAUZI, MM 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 
 

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 1 Seri E 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

NOMOR   11   TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  DAERAH KABUPATEN 

TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  

BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG  

 

 

I. UMUM 

Bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pengelolaan barang milik 

daerah dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah 

Tulungagung maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung.  

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

  Cukup jelas. 

 


